— 410 —


W. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
Nomor permohonan      :	 (1)
Tanggal Permohonan    : 		 (2)
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 Lampiran			:		 		 (3) 

 Hal *) (4)			:
[image: ]
















Yth. Direktur Jenderal Pajak. 

Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pembetulan SPT Masa yang bernilai Lebih Bayar
[image: ][image: ][image: A white rectangular frame with black border

Description automatically generated]Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang tidak digunakan
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak, dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, atau Bukti Pemungutan
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu

u.b. Kepala KPP... (5)
Jl. Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740..(6)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                      :	(7)
NPWP                      :	(8)
Nomor telepon          :	(9)
Email                      :	(10)
Bertindak selaku *) (11)	[image: ]Wajib Pajak
[image: ]Wakil/kuasa dari Wajib Pajak
Nama   : 	(12)
NPWP   : 	(13)
Alamat : 	(14)
Nomor telepon : 	(15)
Email              : 	(16)
bersama ini mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . 81 tahun 2024 (17), sebagai berikut:
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1. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pembetulan SPT Masa yang bernilai Lebih Bayar (HAL1)
Jenis SPT yang mendasari permohonan                  :	(HAL1.1)
Masa/Tahun Pajak                                              : 	(HAL1.2)
Tanggal penyampaian SPT/Tanggal BPE                 : 	(HAL1.3)
Kode Akun Pajak (KAP)                                         : 	(HAL1.4)
Kode Jenis Setoran (KJS)                                      : 	(HAL1.5)
Mata Uang                                                         : 	(HAL1.6)
Nilai Lebih Bayar yang dilaporkan pada SPT            : 	(HAL1.7)
Nilai Sisa Lebih Bayar pada SPT                            : 	(HAL1.8)
Nilai pengembalian yang diminta                           : 	(HAL1.9)
2. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang tidak digunakan (HAL2)



Kode Akun Pajak (KAP) Kode Jenis Setoran (KJS) Mata Uang
Jumlah pembayaran Sisa saldo pembayaran
Nilai pengembalian yang diminta

: 	(HAL2.1)
: 	(HAL2.2)	
: 	(HAL2.3)
: 	(HAL2.4)
: 	(HAL2.5)
: 	(HAL2.6)

3. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan (HAL3)

Kode Akun Pajak (KAP) Kode Jenis Setoran (KJS) Masa/Tahun Pajak
Mata Uang
Jumlah pembayaran
Nilai pengembalian yang diminta

:	(HAL3.1)
:	(HAL3.2)
:	(HAL3.3)
:	(HAL3.4)
:	(HAL3.5)
:	(HAL3.6)

4. [image: ]Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak, dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, atau Bukti Pemungutan (HAL4)
a. Bukti Pemotongan/ Pemungutan                           (HAL4.a)
Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan         :	(HAL4.a.1)
Jenis Pajak                                              :	(HAL4.a.2)
Masa/Tahun Pajak                                   :	(HAL4.a.3)
Jumlah Pemotongan/Pemungutan           :	(HAL4.a.4)

Nilai pengembalian yang diminta
b. Faktur Pajak
Nomor Faktur Pajak NPWP Penjual
Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak Jumlah Pemungutan
Nilai pengembalian yang diminta
C. Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak /Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan
Nomor Dokumen
Jenis Pajak
Masa/Tahun Pajak

      :.	(HAL4.a.5)
[image: ] (HAL4.b)
       :.	(HAL4.b.1)
       :.	(HAL4.b.2)
       :.	(HAL4.b.3)
       :.	(HAL4.b.4)
       :.	(HAL4.b.5)
       :.	(HAL4.b.6)
[image: ]   (HAL4.c)

       : .............................(HAL4.c.1)
      : ........................(HAL4.c.2)
      : ......................(HAL4.c.3)
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Jumlah Pemotongan/Pemungutan Nilai pengembalian yang diminta

.	(HAL4.c.4)
.	(HAL4.c.5)

5. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha bruto tertentu (HALS)
Jenis SPT yang mendasari permohonan          :	(HAL5.1)
Masa/Tahun Pajak                                      :	(HAL5.2)
Tanggal penyampaian SPT/Tanggal BPE         :	(HAL5.3)
Peredaran usaha dalam setahun                    :	(HAL5.4)

Mata Uang
a. Daftar transaksi pembayaran sendiri

:	(HAL5.5)
[image: ] (HAL5.a)


Masa Pajak awal pada tahun buku           :	(HAL5.a.1)
Masa Pajak akhir pada tahun buku          :	(HAL5.a.2)
Kode Akun Pajak (KAP)                            :	(HAL5.a.3)
Kode Jenis Setoran (KJS)                         :	(HAL5.a.4)

Jumlah pembayaran sendiri
b. Daftar transaksi pemotongan
[image: ][image: ]
      :	(HAL5.a.5)
               (HAL5.b)


Kode objek pajak                                     :	(HAL5.b.1)
Jumlah	pembayaran	melalui :  :	HAL5.b.2)
pemotongan

Total jumlah pembayaran
Nilai pengembalian yang diminta

.	(HAL5.9)
.	(HAL5.10)

Pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diproses melalui rekening sebagai berikut:
		Nama Bank 	: 
		Nomor Rekening	: 
		Nama Rekening 	: 
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan: ...... (21)
1. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
2. Bukti Penerimaan Negara (BPN)
3. Bukti transaksi objek pajak PPh Final yang telah batal
Demikian	surat	permohonan	ini	kami	sampaikan	untuk	dapat dipertimbangkan

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/ Kuasa *) (11)





(Nama Direktur)
Keterangan:
1. *) Beri tanda centang atau silang pada kolom yang sesuai.
2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.


PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
Nomor (1) Nomor surat permohonan Wajib Pajak (otomatis diberikan oleh sistem)
Nomor (2)   Tanggal permohonan
Nomor (3) Jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak
Nomor (4) Jenis permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (S) Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan
Nomor (6) Alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan
Nomor (7) Nama Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (8) Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (9) : Nomor telepon dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (10) : Email dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (11) : Dipilih salah satu:
1. Wajib Pajak;
2. Wakil/Kuasa Wajib Pajak
Nomor (12) : Nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (13) : Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (14) : Alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (15) : Nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (16) Email Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (17) Peraturan menteri yang menjadi dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Nomor (18)  Nama Bank tujuan pengembalian
Nomor (19)  Nomor rekening Bank tujuan pengembalian
Nomor (20) Nama yang tercantum pada rekening Bank tujuan pengembalian


Nomor (21) Daftar lampiran sebagai kelengkapan permohonan (HALI)	Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pembetulan SPT Masa yang bernilai Lebih Bayar
(HAL1.1) jenis SPT yang menjadi dasar permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
(HAL1.2) Masa/Tahun Pajak SPT yang menjadi dasar permohonan
(HAL1.3)  Tanggal penyampaian/tanggal BPE SPT yang menjadi dasar permohonan
(HAL1.4)	Kode Akun Pajak (KAP) (HAL1.5)	Kode Jenis Setoran (KJS) (HAL1.6)	 Mata Uang
(HAL1.7)  Nilai Lebih Bayar yang dilaporkan pada SPT (HAL1.8)   Nilai Sisa Lebih Bayar pada SPT
(HAL1.9)   Nilai pengembalian yang diminta
(HAL2) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang tidak digunakan
(HAL2.1)	Kode Akun Pajak (KAP) (HAL2.2)	Kode Jenis Setoran (KJS) (HAL2.3)	 Mata Uang
(HAL2.4)	 Jumlah pembayaran (HAL2.5)	Sisa saldo pembayaran
(HAL2.6)	Nilai pengembalian yang diminta
(HAL3)		Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan
(HAL3.1)	Kode Akun Pajak (KAP) (HAL3.2)	Kode Jenis Setoran (KJS)
(HAL3.3) : Masa/Tahun Pajak SPT yang menjadi dasar permohonan
(HAL3.4)	Mata Uang
(HAL3.5)   Jumlah pembayaran
(HAL3.6)   Nilai pengembalian yang diminta
(HAL4)		Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak, dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, atau Bukti Pemungutan
(HAL4.a) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Bukti Pemotongan/ Bukti Pemungutan
(HAL4.a.1) : Nomor Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan (HAL4.a.2) : Jenis pajak
(HAL4.a.3)	Masa/Tahun	Pajak	Bukti	Pemotongan/ Bukti Pemungutan diterbitkan
(HAL4.a.4)	: Jumlah	pemotongan/pemungutan	pajak	yang tercantum pada Bukti Pemotongan/ Bukti Pemungutan
(HAL4.a.5)	: Nilai pengembalian yang diminta
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(HAL4.b)

(HAL4.b.1)
(HAL4.b.2)
(HAL4.b.3)
(HAL4.b.4)
(HAL4.b.5)
(HAL4.b.6)
(HAL4.c)



(HAL4.c. 1)
(HAL4.c.2)
(HAL4.c.3)
(HAL4.c.4)
(HAL4.c.5) (HAL5)


(HAL5.1)

(HAL5.2)
(HAL5.3)
(HAL5.4)
(HAL5.5)
(HAL5.a)
(HAL5.a.1)
(HAL5.a.2)
(HAL5.a.3)
(HAL5.a.4)
(HAL5.a.5)
(HAL5.b)
(HAL5.b.1)
(HAL5.b.2)
(HAL5.9)
(HAL5.10)

Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak Nomor Faktur Pajak
NPWP Penjual Jenis pajak
Masa/Tahun Pajak Faktur Pajak diterbitkan
Jumlah	pemungutan	pajak	yang	tercantum	pada Faktur Pajak
Nilai pengembalian yang diminta
Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/ Bukti Pemungutan
Nomor dokumen Jenis pajak
Masa/Tahun Pajak dokumen diterbitkan
Jumlah	pemotongan/pemungutan	pajak	yang tercantum pada dokumen
Nilai pengembalian yang diminta
Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha bruto tertentu
jenis SPT yang menjadi dasar permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Masa/Tahun Pajak SPT yang menjadi dasar permohonan
Tanggal penyampaian/tanggal BPE SPT yang menjadi
dasar permohonan
Peredaran usaha dalam setahun Mata uang
Daftar transaksi pembayaran	PPh Final peredaran bruto tertentu yang dibayar sendiri
Masa Pajak awal pada tahun buku yang digunakan pada pelaporan SPT
Masa Pajak akhir pada tahun buku yang digunakan pada pelaporan SPT
Kode Akun Pajak (KAP) Kode Jenis Setoran (KJS)
Jumlah pembayaran sendiri pada tahun buku yang bersangkutan
Daftar transaksi pembayaran	PPh Final peredaran bruto tertentu melalui pemotongan
Kode objek pajak
Jumlah pembayaran melalui pemotongan
Total jumlah pembayaran dari pembayaran sendiri dan pemotongan
Nilai pengembalian yang diminta


X. CONTOH FORMULIR SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DARI PIHAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT

SURAT KUASA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama	(1)
[bookmark: _GoBack]NPWP	(:?)
Alamat	(3)
bertindak sebagai pihak yang dipotong/ dipungut dengan bukti pemotongan/ pemungutan nomor	(4)
Dengan ini memberikan kuasa pada:
Nama	(5)
NPWP	(6)
Alamat	(7)
selaku pemotong atau pemungut pajak, untuk bertindak untuk dan atas nama saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dan menerima pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.


[image: ]
Penerima Kuasa	Pemberi Kuasa


Meterai



[image: ].	(io)


PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
Nomor (1)		Nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajak Nomor (2)	: Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang dipotong atau
dipungut pajak
Nomor (3)	: Alamat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajak
Nomor (4)		Nomor bukti pemotongan atau pemungutan pajak Nomor (S)		Nama Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak Nomor (6)	: Nomor Pokok Wajib Pajak pemotong atau pemungut
pajak
Nomor (7)	 Alamat Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak Nomor (8)	Kota dan tanggal surat kuasa dibuat
Nomor (9) : Nama dan tanda tangan pemotong atau pemungut pajak.
Nomor (10) Nama dan tanda tangan pihak yang dipotong atau dipungut pajak serta dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang berlaku

image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png
..........................................




image9.png
............................




